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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia sepanjang hidupnya selalu memiliki kebutuhan dan berusaha 
untuk memenuhinya. Hal inilah yang menyebabkan manusia dikatakan sebagai 
makhluk ekonomi (homo economicus).
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 Sesuai perkembangan,  kebutuhan 
manusia di jaman sekarang terus meningkat. Dalam kehidupan, manusia 
mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan primer, 
sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap orang berupaya 
dengan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan.   
 Dalam mencari penghasilan beberapa orang memilih untuk berwirausaha 
ataupun berdagang. Berwirausaha ataupun berdagang membutuhkan modal 
dimana modal tersebut bisa didapatkan dengan berbagai cara. Diantaranya yaitu 
meminjam modal uang kepada pihak lain, misalnya koperasi. 
  Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 
beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan 
masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja 
sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi 
kesejahteraan jasmaniah para anngotanya.
2
 Koperasi menjadi alternatif bagi 
masyarkat karena koperasi indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat, 
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yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 
 Jenis-jenis koperasi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha atau tempat tinggal 
anggotanya terdapat 8 jenis, antara lain
3
 : 
1. Koperasi Desa 
2. Koperasi Unit Desa 
3. Koperasi Konsumsi 
4. Koperasi Pertanian(koperta) 
5. Koperasi Perternakan 
6. Koperasi Perikanan 
7. Koperasi Kerajinan / Koperasi Industri 
8. Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Kredit 
 Koperasi yang sering ditemukan di daerah perdesaan maupun perkotaan 
yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 
anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan 
langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.
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 Berdasarkan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
dimaksud dengan Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang 
sama pula. 
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 Barang yang menghabiskan karena pemakaian misalnya uang, dalam 
melakukan pinjam meminjam uang di koperasi. Diperlukan adanya suatu 
perjanjian pinjam meminjam yang diawali dengan membuat kesepakatan antara 
peminjam (debitur) dan yang meminjamkan uang (kreditur) yang dalam hal ini 
adalah pihak koperasi. Perjanjian tersebut memuat aturan-aturan mengikat yang 
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu 
peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
5
  
 Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. Untuk melakukan pinjam meminjam uang yang 
harus dipenuhi, syarat sahnya suatu perjanjian sudah dinyatakan dalam Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal 
 Adanya kesepakatan pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak 
yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang bertindak sebagai Kreditur dengan anggota 
koperasi atau masyarakat yang bertindak sebagai debitur, maka lahirlah perjanjian 
pinjam meminjam yang mengikat. Dari perjanjian pinjam meminjam tersebut 
muncullah hubungan hukum yaitu hubungan per”utang”an dimana ada kewajiban 
berprestasi dari pihak yang meminjam dan ada hak mendapatkan prestasi bagi 
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pihak yang meminjamkan.
6
 Hubungan hukum tersebut akan lancar apabila 
masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian 
pinjam meminjam yang telah dibuat.  
 Namun didalam kenyataannya, dalam perjanjian pinjam-meminjam 
tersebut tidak selamanya akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. 
Ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan 
yang disepakati bersama dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak 
yang lain. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam 
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan atau disekapati dalam 
perjanjian yang dibuat antara para pihak atau melakukan wanpretasi dan jika salah 
satu pihak yang tidak mentaati peraturan maka ia dianggap melakukan perbuatan 
melawan hukum, maka sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum tersebut mucul tanggung jawab hukum terhadap 
pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang. 
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan 
judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN 
PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) 
ASA MANDIRI DI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI”. 
 
 
 
  
                                                             
6
 Salim H. S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: P.T. Raja Grafindo 
Persada, hal. 5; 
5 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas untuk memberi 
kemudahan penulis dalam membatasi permasalahannya yang diteliti, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak  dalam 
melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali? 
3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak 
melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam 
meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri 
Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali? 
   
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 
dicapai  penulis sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam 
meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri 
Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak  
dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada 
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Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali. 
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak 
melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam 
meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri 
Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 
maka manfaat penelitian adalah sebagai barikut : 
1. Manfaat Terhadap Peneliti 
Memberikan ilmu pengetahun dibidang hukum khusunya hukum 
perdata mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam 
meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
2. Manfaat Terhadap Masyarakat 
Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi 
masyarakat tentang kegiatan pinjam meminjam dan proses 
pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel Kabupaten 
Boyolali. 
3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan 
Memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi bagi 
ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu 
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pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang 
menyangkut mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali. 
 
E. Metode Penelitian 
 Sebagai suatu karya ilmiah , penelitian ini mempunyai tujuan 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten 
dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisinya.
7
 Adapun 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Metode Pendekatan 
  Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode yuridis normatif, karena penelitian ini yang akan ditiliti 
adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggung 
jawab hukum tentang pinjam meminjam pada koperasi simpan 
pinjam. 
2. Jenis penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 
deskriptif karena dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan 
secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum 
terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan 
Pinjam Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali. 
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3. Sumber data 
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Penelitian Kepustakaan 
Untuk mencari data sekunder, dengan menggunakan bahan 
hukum penelitian anatara lain: 
1) Bahan Hukum Primer 
Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 
yaitu : 
a) Undang-Undang Dasar 1945 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
c) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder bersifat mengikat. Dalam penelitian 
ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku-buku, 
jurnal-jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan 
tanggung  jawab hukum terhadap perjanjian pinjam 
meminjam pada koperasi simpan pinjam. 
b. Penelitian Lapangan  
Untuk data primer diperoleh langsung dari akta perjanjian dan 
wawancara, sebagai berikut : 
1) Lokasi Penelitian 
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Sesuai dengan judul skripsi, maka penulis mengambil lokasi 
penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri, 
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.  
2) Subyek penelitian 
Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang dijadikan 
subyek adalah informasi dari pihak manager Koperasi 
Simpan Pinjam Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali. 
4. Metode pengumpulan data 
  Penulis melakukan pengumpulan data dengan 
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai 
berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk 
memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara 
menghimpun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan 
tanggung jawab hukum. 
b. Studi Lapangan 
Studi lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut : 
1) Observasai  
Dengan melakukan penelitian secara langsung di Koperasi 
Simpan Pinjam  Asa Mandiri Di Kecamatan Ampel 
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Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan data yang 
menyeluruh tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat 
dalam penelitian ini sehingga penulis dapat melihat keadaan 
yang sebenarnya di lapangan. 
2) Wawancara  
Melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan 
dengan penelitian ini, dengan menyusun sejumlah 
pertanyaan kemudiaan memberikan beberapa pertanyaan 
kepada pihak-pihak Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri  
Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Sehingga 
penulis memperoleh keterangan dan dapat menjawab 
permasalahan yang diteliti. 
5. Metode analisis data 
  Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif 
yaitu teknik analisi data dengan menganalisis data sekunder 
meliputi pertauran perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku 
kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung 
jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada 
koperasi simpan pinjam. Setelah itu data sekunder tersebut 
dipadukan dengan data primer yang berupa data yang diperoleh 
dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan  
narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan 
penyusunan data secar sistematis. Kemudian hasil dari analisis 
tersebut disajikan secara diskriptif, sehingga diperoleh jawaban 
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atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum terhadap 
perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam, 
sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan 
dapat ditarik kesimpulan. 
 
F. Sistematika Penulisan 
 Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan 
penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Masalah 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 
B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam 
C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 
D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam  
E. Perjanjian antara para pihak dalam pinjam meminjam  
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F. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pinjam 
meminjam  
G. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam 
meminjam uang 
H. Peraturan yang Mengatur Tanggung Jawab Hukum 
I. Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi dan 
perbuatan mekawan hukum 
J. Ganti Rugi 
K. Berakhirnya perjanjian pinjam meminjam uang  
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
2. Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak  dalam 
melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
3. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
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B. Pembahasan 
1. Proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang 
pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
2. Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak  dalam 
melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
3. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Asa Mandiri Di 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
BAB IV  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran  
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
